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BERITA DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

 
 

NOMOR 37 TAHUN 2015 

__________________________________________________________________________ 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 37 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 
2015  

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 26 Tahun 2015 tentang Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;  

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada 
susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKASN, maka 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 
2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung. 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang yang bersih dan bebas 
korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

  3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2543); 
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  6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 
Keterbukaan Informasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013 Nomor 12). 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 
2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANDUNG. 
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Pasal I 

 
Ketentuan pada ayat (2) Pasal 7 Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 26 Tahun 2015 tentang Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 26) diubah 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 7 
 
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN 

dibentuk Tim Pengelola LHKASN. 
 

(2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terdiri dari: 

a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah 

b. Ketua : Kepala Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

c. Sekretaris : Kepala Bidang Umum 
Kepegawaian pada 
Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

d. Anggota : 1. Asisten 
Pemerintahan 

2. Asisten Administrasi

3. Inspektur 

4. Kepala Bagian 
Hukum Setda 

e. Administrator 
Aplikasi LHKASN 

: Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
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f. User Aplikasi 
LHKASN 

: Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

 
(3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: 
 

a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung; 

b. menyampaikan LHKASN bagi Aparatur Sipil 
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi; dan 

c. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan 
LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
 

(4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang 
berada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Bandung. 
 

(5) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
 
 
 

Pasal II 
 
 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bandung. 

 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 18 Agustus 2015

 
 BUPATI BANDUNG 
  
 TTD 
  
 DADANG. M. NASER 
  
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 Agustus 2015 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

  
TTD  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015  NOMOR 37 
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

  

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI 
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